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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2012 Tentang Pajak Daerah, Pasal 1 poin ke (10) Hotel adalah fasilitas penyedia
jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)
Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak Homestay di Kota Solok ditinjau dari
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kota Solok?, 2)
Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Pemungutan. Pajak Homestay di Kota Solok
ditinjau dari Peratun Daerah Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kota
Solok? Metode penelitian yang digunakan penulis ialah Yuridis Empiris yaitu
dengan cara mewawancarai pihak Badan Keuangan Daerah Kota Solok dan pihak
Pelaku Usaha Homestay di Kota Solok. Berdasarkan penelitian yang penulis
lakukan ditemukan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Homestay di Kota
Solok belum terlaksana akan tetapi telah dilakukan Upaya Pelaksanaan
Pemungutan Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Akan tetapi pelaku usaha
Homestay menolak dan merasa keberatan terhadap pemungutan pajak kepada
mereka dikarenakan adanya benturan aturan atau hukum yang ditetapkan oleh
kementrian pariwisata yang menggolongkan Usaha Homestay sebagai suatu
Usaha Mikro Menengah Kebawah (UMKM) sehingga dikenakan pajak hanya
sebesar 0,5% sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 Tentang
Pajak Daerah ditetapkan bahwa Homestay termasuk kepada bagian Pajak Hotel
dan dapat dikenakan Pajak sebesar 10 %. Serta dikarenakan Homestay di Kota
Solok tidak lagi memenuhi unsur atau syarat sebagai sebuah Homestay sesuai
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Repubik Indonesia Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata maka terjadi perselisihan
antara Badan Keuangan Daerah Kota Solok selaku penanggung jawab terkait
penetapan serta pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dengan Pelaku Usaha
Homestay di Kota Solok.
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